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Keadaan negara- sekarang sudah kian merugi

Situasi telah rusak karena tak ada panutan lagi

Pemimpin banyak membuat kesalahan dan

lupa diri
Banyak yang meninggalkan petuah dan

kearifan
Orang cerdik cendekia terbawa arus keragu-

faguan

Suasananya mencekam dunia penuh dengan

kerepotan.

Irbih baik membuat karya-karya kisah lama ini
sebagai kaca benggala

Guna membandingkan perbuatan salah dan

benar apa adznya

Sebenarnya banyak sekali contoh dalam kisah-
kisah lama
Mengenai kehidupan vang dapat mendiaginkan
hati meniadikan'nimd
Selanjutnya-@
Yang Kuasa

Semuanya karena sedang mengalami kejadian
aneh yang sungguh tak biasa

Hidup mengarungi z mafl edan memang
bertentangan dengan nurani
N{engikuti arus tak sampai hati
Tidak mengikuti geraknya zaman adak
mendapat apapun sehingga bisa mati
Namun sudah meniadi kehendak Illahi
Ketahuilah walaupun olang lupa diri itu 'mukh'

Sesungguhnya masih lebih mulia yang
senantiasa waspada dan tidak lupa diri
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Sekapur Sirih

ima bulan lalu, tepatnya pada tanggal 1 Mei 20 1. 3 di kampus Bulaks umur,
Fakultas I(ehutanan UGM melalui Dekan memberikan sebuah tugas

kepada kami untuk menyunting sebuah buku. Tentu, menyunting

sebuah buku sama sekali bukan pekerjaan yang sulit. Menjadi berbeda trtkaJa

mengetahui kualifikasi yang menfadi persyaratan penyuntingan buku. Pertama,

buku dimaksud harus bisa memotret pilar-pilar pembangunan kehutanan selama

enam dekade terakhir, tetmasuk kondisi terkini beserta rekomendasinya ke

depan. Kedua, penulisnya adalah sekelompok rimbawan Bulaksumgr dengan

beragarn- latat belakang profesi, pengalaman dan usia- Ketiga, dibatasi waktu
yahg ketat agar laancbing bukunya dilakukan tepat pada saat ulang tahun emas

Fakultas Kehutanan UGM. Terakhir, semua proses mulai dari perenc^D^an

hingga penetbitannya diserahkan sepenuhnya kepada Tim Penyunting.

Maka, dengan mengucap Bismillah, hari-harikami bedkuayaaddahhari-hari yang

sarat dengan diskusi dan konsinyasi. Tentu safa karena berjalannya sang waktu
tak b,isa dipedambat atau dihentikan -meski untuk sffaat- sehingga membuat
kami menjadi teramat sangat akrab dengan deadli*e. Diuweli agenda konsinyasi

urrtuk TOR, fftellyusuri at;/i*e, me;nFxr*t iud:ral" menentulkan

daftar nama penulis, melobby kontributor, mencari donatur, hingga pekerjaan

vtzm taya, menyrnting naskah demi naskah koatributor sembati menyiapkan

bab pembuka @aca : ptolog) sekaligus bab penutupnya (hace: epilog) . Dimulai
dengan pertemuan-pertemuan formzil di kampus Bulaksuour, diskusi intensif di
wisma Fahutan UGM, menyepi di puncak Kaliurang hiagga'moiok'di Manggala
$Tanabakti dan studio Batan-

Alhamdulill ah, pzda akhirnya buku berju dvl' Daxrat I fui lfr*sia" Mewajudkan

Arsitektur Bara Kebutanaru Indonesid kurang lebih setebal lebih dati eoam ratus

halaman ini pun selesai tuntas. Atas semua inq t k ada kea yang lebih pantas

selain ungkapan puii syrrkur ke hadirat Allah Swg yang seoerrtiesa membimbing
dan memberikan hidayahNya kepada lrami sernua hingge pada akhirnya
bisa menyeiesaikan tugas ini tepat pada uepan terirn:r kasih iuga
disampaikan kepada iaizran cit)itat acadenrica &hutan UGlt ,r"s dukungannya,
kerja sama para kontributor, masukan raierrrrAzn $fi*rm:apihak yang teiah
mendukung daa rnerrbantu terbitaye bu&rr ioi
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Jelas tak ada g:adsngyang tak retak. Atas semua hal yang menjadi kekurangan dan

kelemahan buku ini, baik selama proses persiapan, penyuntingan hingga terbitnya

buku ini, kami semua menyampaikan permoh onan maaf . Tak terbayangkan, disela-

sela padatnya agenda dan kesibukan kontributor, kami terus merigetuk bahkan

menggedor pintu komitrnen agar naskah bisa segera diselesaikan dan kami tedma.

Kami sungguh merasa sangat terbantu dengan komitmen dan kesungguhan

semua kontributor untuk menuntaskan setiap naskah buku ini sebagai sebuah

dharma bakti agar bisa menjelma menjadi sebuah cat^t^n yang tak akan hilang
oleh dinamika ruang atau lekang oleh waktu. Tentu, kami juga menyampaikan
rrcapan terima kasih dan penghargaan kepada semua reuieweryanE telah berkenan
membaca dan membeikan catatan-c tz;tzln kritisnya sehingga menambah bobot
mbstansi buku ini. Termasuk masukan-masukan dari parapihak independen yang
uk bisa disebut satu peisatu

Pada aktrlrnya,hatapan atas terbitnya buku ini akan bisa terwujud. Membedkan

lmanda sejatah, bahwa Fakultas Kehutanan UGM telah berusia lima puluh tahun,
drnganpxa alumninya yang telah betkiprah dan berkontribusi bagi pembangunan
lehuanan di berbagai profesi dan penugasan. Memberiken aunfaat bagi didektika
han dan kehutanan Indonesia kini dan di masa mendataog; Serta, memberikan
rcnfaat kepada seluruh pembaca. Tznpzkecuali.

Yogyakarta, September 2013,

Penyunting

Eutan Indonesia
Baru Kehutanan Indorsia
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I{ata Pengantar
Dekan Fakultas I(ehu tanan
Universitas Gadjah Mada

uji syukur atas kehadirat Allah Swt, karena berkat rahmat dan
hidayahNya, t^npa tetas^ Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah
Mada, Yogyakarta yang lahir dari cikal bakal Fakultas Pertani4n dan

i(ehutanan Universitas Gadjah Mada pada tahun 1963, kini telah memasuki

lrsia lima puluh tahun. Sebuah periode emas di mana fakultas yang seringkali
diidentikkan dengan Padepokan Bulaksumur telah cukup memiliki kedewasaan,

kematangan dan kebijaksanaan dalam berpikir dan bertindak.

Dengan usia emas tersebut, didasad memberikan dua perspektif yang berbeda.
Pertama, sebuah kebanggaan bahwa ciaitas acaderuica Fakultas I{ehutanan UGM
telah memberikan kontribusi dan peran nyzta bzg perialanan enam dasawarsa

pembangunan hutan dan kehutanan kidonesia- Ciuitas academica Fakultas
Kehutanan UGM secara aktif turut membangun pondasi iimu pengetahuan,
teknologi dan perguruan tinggi kehutanan bescrta beragam program studi
maupun disiplin pengetahuan turundrnya, rurut membentuk kelembagaan
Departemen Kehutanan maupun keiembagaan lain non-pemerintah Iingkup
kehutanan, menyumbangkan sumber daya manusia rirnbawan berkarakter
dengan latar belakang keahlian dan ketrampilan, serta selalu terlibat dalam
setiap dialektika dan diskursus hutan dan kehutanan. Karena itu, hitam putihnva
kehutanan Indonesia sedikit banyak tak mungkin bisa -dipisahkan dari Fakr:ltas

I(ehutaaan UGM, Y o gyakartz.

Perspektif kedua, adaiah rasa prihatin yang amat dalam dengan dinamika
hutan dan kehutanan Indonesiahari ini. Iftprihatinan bahwa hutan Indonesia
sedang rnenghadapi berbagai persoalan bahkan tekanan yang dari hari ke hari
semakin berat dan kompleks. Berbagat persoalan kehutanan tersebut dewasa
ini bahkan telah mendoroflg teriadinya krisis yang menempatkan hutan dan
kehutanan berada dalam kondisi kritis. Sedikit banyak, tentu hal itu juga menjadi
tanggung jawab moral bagl ciuitas academica Fakultas I{ehutanan UGM untuk
turut mengatasinya.

vl Darurat Hutan Indonesia
Mewjudkan Arsitektur Baru K€hut4an Indonesia



\Iempertimbangkan dua perspektif di atas, serta dalam memanfaatkan momentum

rma puluh tahun Fakultas I(ehutanan UGN,{ Yogyakarta 1963 - 2013, Fakultas

Kehutanan memanggil para alumninva untuk berkumpul, mendiskusikan dan

membahas secata jernih, mendalam, dan penuh tanggung jarvab atas persoalan hutan
Can kehutanan nasional sebagai bagian dari persoalan masvarakat dan negara.

Buku beriudul Darurat Flutan Indonesia Mewujudkan Arsitektur Baru
Kehutanan Indonesia ini ditulis dengan tujuan untuk mendokumentasikan
pemikiran-pemikiran kritis rimbawan Gadjah Mada terhadap dinamika enam

dekade penyelenggaraan kehutanan nasional. Buku ini irg" diharapkan
bisa menyediakan sebuah bahan refleksi kepada seluruh rimbawan di sektor
cemerintahan, swasta, akademisi, LSM, peneliti, kalangan pemerhad dan

temangku kepentingan lainnya dalam memberikan dharma-baktin1,2 [asi
:embanqunan kehutanan. Lebih ciari itu, buku yang drciedikasikan kepad.
kemaslahatan kehutanan Indonesia ini juga diharapkan bisa memberikan
:lrernatif gagasan strategis dan mendesak sebagai bahan evaluasi sekaligus

rekomendasi peningkatan kinerja kehutanan nasional ke depan, sekalig,rs

memb antu memberikan landasan dan arah pengembangan kebi j akan-kebi j aka e

kehutanan strategis yang berorientasi pada keadilan, kelestarian dan kesej ahreraar
rakyat. Terakhir, sebagai bagian dari budaya Padepokan Bulaksumur, mak.
buku ini diharapkan akan mampu melanjutkan tradisi intelektual akadem:<
rimbarvan Gadiah IVIada melalui dialektika tulis yang be$ifat kritis. konst:uk::
dan kontekstual.

Kepada seluruh penulis yang telah menjadi kontributor buku rni, para edi:,,:
-;ang tergabung di Tim Penyrrnting, pan supporting staf dan semua pihak v;::;
relah berkontribusi bagi penulisan dan penerbitan buku ini diucapkan terirr:.
kasih dan penghargaan. Terhadap kekekurangan dan kelemahan btrku ini, tecu
disampai(an permohonao maaf seraya rnengundang kritik membangun p;::
cembaca. Akhirnya, harapan kami semoga buku ini memberikan manfaat b.:
seluruh sidang pembaca.

\bgyakarta, September 2013,

Dekan,

Dr. yatmoko, S.Hut., M.Sc.
itIP. 1 199512 1 00i

Darurat Hutan Indonesia
ilelrujudkanArsitektur Baru Kehubnan lndonesia
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Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) 2004 mengakui

zdtnya beberaprmasaiah utamrberbasis sumber Aaya alam yang dihadapi oleh

penduduk miskin di Indonesia, entara lain (1) Ketidakadilan Penguasaan dan

kepemilikan lahan, mauPun ketidakpast-ian dalam Penguasaan dan kepemilikan

areal pertani 
^n; Q) Keterbitasan akses pada sumb er daya alam dan kerentanarr

terhadap perubahan lingkungan; dan (3) Rendahnya partisipasi masyarakat-baik

dalam perumusan, pelaksanaan, Pemantauan, dan evaluasi kebilakan dan program

pembangunan. Pemerintah-dalam SNPK-mengakui bahwa Pengentasan

kemiskrnan merupakan tuiuan mendasar dari pelaksanaan Undang-undang Dasar

1945 (Bappenas, 200Q. Sebenarnya, strategi nasional tersebut dimaksudkan

untuk memastikan komitmen dan konsens,ls Pemerintahl bersama parapihak

yang terkaiC dalam menangani kemiskinan melalui (a) pendekatan berbasis hak

(ight-based approacb), (b) pengut^rn ^n 
kebiiakan pro-poor, dan (c) pencapaian

Tuiuan Pembangunan Milenium (Milktiam Deuelopment Goals - MDGs). Tiniauan

menyeluruh mengenai distribusi penduduk dan kerniskinan sangat diperlukan-

t Baik Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.
2 l-embag" swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pelaku

pihak lain yang Peduli.
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sebelum bertanya bagaimana kawasan hutan dapat dimanfaatkan secara lebih

baik untuk -.*p..b^iki mata pencaharian, sekaligrs mengurangi kemiskinan

(cEss-oDl, 2005).

walau Indonesia terus bergerak maiu ke atah eta urbanisasi, namun diketahui

bahwa iurnlah penduduk miskin di pedesaan masih lebih tinggi dibanding

f"rkotrr.r-p.oporri 2:1 dengan ,,tto yzngbervariasi cukup besar pada berbagai
-daerah. 

Di luar Jawa, penduduk miskin pedesaan memiiiki porsi yang iauh lebih

ti.rgg, yaitu 1 (satu) dari 5 (Iima) penduduk pedesaan adalah miskin. Kondisi

-":ylriir. atau lebih dari 85 persen penduduk miskin pedesaan di luar iarrz

rcrdapatdi Papua, Sulawesi, dan Maluku @occucci et al'' 2005)'

Secara substansial, sebenarnyaterdapatlebihbanvakpendudukyangkehidupannya

'bergantung pada hutan'dan 'rentan terhadap kemiskinan'-namun analisis yang

Jebi; rinci dipedukan untuk mengidentifikasi siapa saia mereka' sebagaimana

c tat^npada Strategi Bantuan Negara yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, bahw'a

..prrrrh penduduk Indonesia hidup dengan pendapatan )'ang kurang dan 2

USO p.i hari-sehingga sangat rentan terhadap guflcangan hztga dan cuaca

(Brorvn, 1gg4). Penduduk tersebut )uga rentan terhadap ketahanan Pangan atau

ketersediaan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Menurut Suderiin et al' (2005)'

penciuduk -i.kin yang hidupnya bergantung oada hutan ad'al,;t (i) penghuni
-hr,rrr, 

termasuk pemburu dan peladang berpind^l'; Q) Petani yaflg temPat

tinggainya berciekatan dengzn hutan, termasuk petani kecii dan yarrg-tid=k

1n.*itit i lahan;(3) pengambil manfaat komersial, termasuk pengraiin, pedagang,

pengusaha kecil, dan karyawan industri kehutanan; dan ft) konsumen hasil hutan

yang hidup di antzrapenduduk miskin perkotaan'

Hasil analisis yang dibuat Boccucci et at. (2005) dan Brown (2004) menyatakan

bahvia 50 - 60 iuta orang Indonesia (atau sekitar sePefemPat total fumlah

penduduk) hidup pada banyak pedesaan yang berada di dalam 'karvasan hutan'

n g r^. Dari jumlah penduduk yang hidup di dalam kawasan hutan tersebut,

sekitar 20 pefsen dt antaranya miskin (Brown, 2004)3' Selain' kemiskinan

dan status t^t^ gsnz lahan, Holmes QOO2) mencatat bahw-a Indonesia iuga

mempunyai pemasalahan terkait dengan konversi hutan. Saat ini, Indonesia

telah kehilangan iutaan hektar hutan seiak tahun 1985-melalui konversi oleh

p,,, p.-"g,,,g konsesi besar dan petani kecil, maupun kebakaran (Hoimes,

3 Data survei rumah tangga di ka',rzsan hutan, Dephut - BPS (200-f iuga menyebutkaa bahwa prosentase

tumah tangga miskin di sekitar kawasan hutan sebanyak 1 8,5 persen'
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2002). Sejumlah lahan hutan telah dikonr-ersi menjadi lahan pertanian atau

perkebunan dan pemukiman.

Untuk menjawab permasalahan-permasalah:rc ,,'ane telah disebutkan di atas dan

mengoptimalkan luasan lahan va,ng ada atau men-qetekrir-lian lahan-lahan yang

telah rusak, salah satu jalan atau alternatifnra adalah densan mengaplikasikan

sistem agroforestri. Sistem ini mampu menr-ediakan be rb-rEai mantaat lingkungan

sebagaiman a lzy aknya hutan, sekaligr-rs memb eri kan kc-, n lnbu l i e k,-r n o mi terhadap

masyarakat. Agroforestri sesungguhnya merupakan sal.h s.ru lernolc,gr bertani

yang berbasis pada pohon yang telah banyak digunakan oleh ;:::s',-arakat-baik

secara tradisional maupun modern. Selain ifu, agroforesrri iiEa rer.:. c:iandatkan
oleh beberapa peraturan Kementerian l(ehutanan daiam p.:-g;- - iia:l hutan

Iindung, hutan produksi, dan hutan konservasi. Agrotorestn suj-- i -:-i:;sif:an

oleh mayoritas masyarakat Indonesia sejaklama, dan-saariru-:= j : - 
= =-::lcu.

peratufan-peraturan formal mengenai agroforestri. Pertanraan ser-r,:'-=-.'. =:i=L
apakah peraturan-peraturan tersebut efektif dan meniadi acuii :'!. :-::::::::
agroforestri di lapangan ? Jika belum, peraturan ),ang bag;ur:r:--r-. .::i
sebernarnya dipedukan ?

AGROFORESTRI

Dalam bahasa fndonesia, kataagroforestri sering dikenal dengan rsila::;-;::--:-
atau agroforestri yang arti sederhart nva adalah menanam pepohonr i ,::-::
pertanian. I\{enurut Huxley (1999), agroforestri adalah suatu sistem p<+-.:--:-i-i:
lahan yang mengkombinasikan tanaman berkayrr (pepohonan, perdu -r'=:'

rotan dan lainnya) dengan t^n man tidak berkayu atau dzpat pula c;:;-
rerumputan (p"uture), kadang-kadang ada kornponen ternak atau herran ia-:::-;i
Menurut Wulandari (20i1), yang dimaksud hewan di sini dapat rrrerl:3..-;:-

lebah untuk meghasilkan madu dan ikan untuk aplikasi siluofsbery. Lebih ,;::r j--

dikemukakan bahwa agroforestri dapat diaplikasikan dengan mengkombinas;",-
tanaman berkay'u dengan tana;m^n tidak berkay'u (kadang-kadang dengan he.;;r.

untuk tumbuh bersamaan atau bergiliranpzda suatu lahan. Dengan demikian ah::
diperoleh berbagai produk dzniasa (seraices) sehingga terbentuk interaksi ekoloss

dan ekonomis antar komponen t^nam^fl dan ternak atau ikan atau lebah. Hu-,Je '

juga berpendapat bahwa agroforestri dapat diny,atakan sebagai sistem pengelolaac

sumber daya alzm yang dinamis secara ekologi karena adapenanaman pepohonan
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di lahan pertanian atau padang penggembalaan untuk memperoleh betbagai

produk ",,^,^ 
berkelaniutan. Agrofofestfi dapat meningkatkan keuntuflgan

sosid, ekonomi, dan lingkr'rngan secara bersamaan bagi pengE1lna lahan'

Agroforestri mempunyai fungsi ekonomi dan iuga dapat menfadi salah satu upaya

dJr- pemberdaya^n'^ ry^r kat. Selain itu, implementasi agroforestri di suatu

arca|jlgamempunyaifungsiekologipundgrendanRaintree,l9S2)--dengan
ciri-ciri sebagai berikut:

1. Salah satu ienis dalam agroforesui adalah tanaman berkayu-karena sistem

agtoforesttimer,pakankombinasiminimal2(dua)ienistanamansehingga
,i..-.r1'^ lebih kompleks dibandingkan budi daya monokultur'

2. Siklus dalam aplikasi sistem agroforestri selalu lebih dari 1 (satu) tahun'

'.3. Selalu memiliki 2 (dua) macam produk atau lebih (muli prodtrf, misalnya

pakanternahkalrubakar,buah.buahan,obat-obatan,danlainsebagainya.

4. Minimal mempunyai 1 (satu) fungsi pelayanan iasa' (seruicefanction),misalnya

pelindung angin, Penaun& penyubur tanah' dan peneduh-sehingga

dif adikan Pusat berkumputrnya kelua tga f masyztakat'

5.KetikadiaplikasikanpadasistemPeftaniandaerahropisyalginputatal
masukannya rendah mak a akantergantung Pada penggun aan dan manipulasi

biomasa t^fi maf,L-.yaitu dengan mengoptimalkan penggunaansis'a Parren

atau Paska Produksi.

LVarld Agroforestry cera*ataa lebih dikenal dengan ICRAF-membedakan 2

(dua) sistem terbentuknya agroforestri, yaitu sistem bercocok tanam tradisional

drrr'ri.t.- moderna. Sirt.--trrdisional dikembangkan dan diuii sendiri oleh

petanisesuaidengaokeadaana|amatalpermintaanpasar-se]alandengan
perJ<embangan pengalam 

^rlnyz.selama 
bertahun-tahun dari generasi ke generasi'

sistem modern mendapatkan gagasan dan teknologi budi daya agroforestri dari

hasil-hasil penelitian formal yang kemudian dibawa oleh penyrluh/petugas

lapangan.

Michon dan'de Foresta 0995) iuga mengelompokkan agroforestri dalam 2.(dua)

sistem, yakni sistem agroforesui sederhana dan agroforestri kompleks' Sistem

agroforistri sederhana adalah suatu sistem Pertanian dimana pepohonan ditanam

a Micho., dan De Foresta (1995).
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secara tumpang-sari dengan satu atau lebih jenis tanarn n semusim. Sedangkan

agroforestri kompleks merupakan sistem pertanian menetap yang melibatkan

banyak ienis tanaman pohon (berbasis pohon) baik sengaja ditanam maupun

tumbuh secatz alami pada sebidang lahan dan dikelola petani mengikuti pola
tanam dan ekosistem menyerupai hutan. Berdasarkan jaraknya dari pemukiman,

sistem agroforestri kompleks dibedakan meniadi 2 (dua)-vakni kebun atau

pekarangan berbasis pohon untuk yang terletak di sekitar tempat tinggal dan

ag"ofarest atau hutan untuk yangteiletak lebih jauh.

Menurut Michon dan de Foresta (1995), agroforestri telah dipraktikkan oleh

petani di berbagai tempat di Indonesia selama berabad-abad-misalnya sistem

ladang berpindah, kebun campuran di lahan sekitar rumah (pekaiangan), dan

padang penggembalaan. Contoh umum yang terdapat di PulauJarva adalah adanya

mosaik-mosaik hamparan persawahan dan tegalan produktif yang diselingi

,"ro-p.rrrrn pohon. Bahkan, rerumpunan pohon tersebut terkadang rrr.r.rprr.ry^i

struktur mendekati hutan alam dengan beraneka spesies t^n^m^i.

Agroforestri yang dikelola dengan cermat a,kan dapat memproduksi kayu,

sekaligus memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Dengan berkembangnya

agroforestri, diharapkan peran hutan alam sebagai sumber kay"r dan bahan nabati

lainnya akan berkurang. Diharapkan iuga runtutan dan asumsi bahwa hutan
(alam) sebagai cadangan lahan untuk peduasan pertani2n luqa dapat berkurang.

Dengan demikian, upzy^ pedindungan terhadap kelestarian hutan bisa menjadi

lebih efisien dan efektif.

Berdasarka n data tahun 2009, hutan rakyat seluas 3,5 juta hektar yang dikelola

dengan sistem agroforestri mampu memasok hampir 30 juta m3 ka1-u. Kontribusi
hutan rakyzt ini lebih ti.gg bila dibandingkan dengan pasokan kayr: dari hutan

yang mempunyai izinlegal dart negara pada tahun 2003 - 2006 yanghanya 2A

juta m3. Hutan rakyat di Ciamis dapat memproduksi kayu 0.5 juta m3 per tahun

dengan jumlah perputaran uang mencapit 357 miliar rupiah (Adutiono, 2012).

Selain itu, pengelolaan hutan rakyat juga memiJiki fungsi sosial. Di Tasikmalaya,

kesejahteraan m?syarakat yang mengelola hutzn rakyat dengan car^ agroforestri
meningkat (A4utiono, 201,2). Sebagian besar hutan nkyatdidominasi oleh sengon,

sehingga istilah'haji sengon'banyzk ditemukan pada wilayah ifli. Di Sumatera-
khususnya Lampung, lebih tepatnya Kabupaten Lampung Barat-juga telah

membuktikan bahwa hutan yang dikelola dengan can agroforestri, mampu
membedkan hasil yang signifikan, baik dari aspek ekonomi maupun ekologi.
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Dalam 1 (satu) lahan keiola,masyarakat dapat menanam berbagai ienis tanaman-
termasuk pinang, aren, dan tanaman kayu lainnya. Bahkan. di F-ampung Tri Budi

Syukur-Kelompok \ff/anita Tani (KW-T) I\{elati suciah mulai memadupadankan

pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dengan ternak luwak sehingga bisa

menghasilkan Kopi Luwzk yang dikenal sebagai kopi termahzl (Mu1andair,201,2a).

K'07T Melati juga telah memiliki sebuah kedai serba adayangmenyediakan segala

kebutuhan konsumsi keseharian bagi anggota dan masyarakat umr-rm. I{edai selba

adayzng dikenal sebagai lWarung Gerabaian'ini rnemiliki putaran dana sekitar

26,5 itta rupiah-jumlah yang tidak sedikit mengingat level Pemasaranny^ y^ng

hanya tingkat kampung flWulandari, 201'2a).

Salah satu tujuan diaplikasikannya agroforestri adalah untuk mendukung

ketahanan pangan. Berikut ini adalah bukti lapangan msngenai keterkaitan

^fit^ra 
impiementasi progfam perhutanan sosial-dalam h'al ini Progfam

Httm-dengafl aplikasi agroforestri. Hasil survei Badan Ketahanan Pangan

Lampung Barat tahun 2008, menunjukkan Angka Kecukupan Energi (AKE)

konsumsi masyarakat sebesar 2.035,8 ld<zL/bptta/han. lika merujuk kepada

standar AKE konsumsi tingkat nasional sebesar 2.000 kkal/ktpitz/hart, maka

AKE Lampung Barat pada tahun 2008 berada di atas stacdar nasicnal. Susilorr.ati

(2009) mengatakan bahwa AKE konsumsi khusus Peani Hutan Kemasyarakatan

tIK*) Lampung Barut yeing mengaplikasikan agroforestri sebesar 2.AZA kLal/
t<apita/hai. dan AKE iarersediffin sebesar 2216 kk l/kaFita/barf. Wulandad

(2012b) membuktikan bahwa agroforestri yang dilakukan masy'arakat di sekitar

hutan mampu memenuhi AKE masyarakat. Rata-ntz daya dukung grzi laban

agroforestri di sekitar Tahura registe r 79 pada setiap rumah t^agga adalah sebesar

2.3061<kal/kapita/hai. Lebih lanjut, berdasarkan analisis tingkat kecukupan daya

dukung gqzilzhanagroforestri diketahui bahwa sebesar 83,6 persen daya dukung

gizi sekitar tahura pada rumah tzngga contoh telah mencapai tingkat kecukupan
> 90 persen fVulandai,2072b).

Berdasarkan contoh-contoh tersebut, agfoforesffi bisa menladi salah satu

alternatif dalam memecahkan pemasalahan yang terkait dengan menuruflnya

kualitas dan kuantitas sumber dayz alzm di Indonesia, termasuk uPaya

pemberdayaafl mzsyarakat dalam mencapai keseiahteraan yar:rg iebih baik.

Berdasarkan kondisi lapangan yang ada saat ini, agroforestri dihatapkan

.m;erupakanbagiandaripenelitianKelanaIndahSusilowat!1u1usanprogramS-2Pasca
Sarfana Institut Pertanian Bogor, yang diberi iudul 'Dqd Dufurtg Gi{ Hutart l(ettagarakatan Lznpmg
Baral".
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bermanfaat unruk meminimalkan luas tanah terdegradasi, melestarikan sumber
daya hutan, meningkatkan mutu pertanian, serta menyempurnakan intensifikasi
dan diversifikasi aplikasi budi daya ft6lrrranan/sih,ikultur. Dua tahun yang laiu,
Kem enterian Kehutanan memili ki Balai Penelitian Teknol o g; Agrofo ru try @PTA)
sebagai sebuah langkah maiu dalam pengembangan agroforestri di Indonesia.

KE,B IJAKAN AGRO FO RESTRI DAN E F'E, KTI \TITA S NYA

I(ebijakan pengelolaan hutan bersama masyarakat (collaboratiue forest managernenls

atau berbasis masyarakat (communiry baud forest managemen) telah banyak

didiskusikan oleh berbagai pihak. Sebagaimana y^ng tercantum dalam Rencana

Kehutarian Tingkat Nasional EKTN) 201,1 - 2030, melalui peningkatan partisipasi

masyarakat dan membangun kolaborasi pengelolaan kawasan hutan bersama

masyarakat diharapkan sampai tahun 2030 tidak hanya dapat menyelesaikan

konflik kawasan hutan di Indonesia (I(ementerian Kehutanan,2071), terapi iuga
mampu menciptakan kelembagaan pengelolaan kawasan hutan yang berkelaniutan

(institutional sustainabili4t). Pada aras mikro, kelembagaan berkelanjutan pengelolaan

kawasan hutan ditargetkan dengan meningkatkan program-program kemitraan

sektor kehutanan di kawasan seluas 5,6 juta hektar yang berbasis modal sosiai

(socialcapitaf komunitas lokal. Sedangkan pada aras makro, sampai densan tahun

2030 diwufudkan suatu kelembagaan pengelolaan kawasan dan fungsi hutan

berkelanjut^n y^ng dibangun dengan tidak hanya bertumpu pada pilar regulasi

dan interes ekonomi, tetapi juga berrumpu pada pilar caltural cognitiae yang ada dan

berkembang dalam masyarakat ((ementerian Kehutan an, 201 7).

Program perhutanan sosialdilaksanakan oleh masyankatataubersama masyarakat,

maupun bersifat kerja sama antar^ masyarakat dengan Per-rerintah, swasta,

LSM, dan/atau pihak-pihak lain dalam pengelolaan hutan kolaboratif. Di sektor

kehutanan, selama ini-kebijakan yang mendukung pengembangan agroforestri
terkait dengan kebiiakan perhutanan sosial dengan berbagai turunannya, misalnya

hutan kemasyarakatan (HKm). Selain itu, ada salah satu kebijakan Pemerintah

yang mendukung pengembangan agroforestri yaitu penetapan I(awasan

Dengan Tufuan Istimewa (KDTD di Krui - Lampung6. Masyarakat I(rui telah

mengusahakan agroforest kebun damar secara turun-temurun pada hawasan hutan

adat yang (masih) berstafus hutan negara. Walaupun status tanah masih milik

6 Melalui SK Menteri Kehutanan No. 47/Kpts-II/1998 dengan areal seluas 29.000 ha
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negar^,namun Pengakuan Pemerintah tersebut menghilangkan fasa inserure dalam
dir-i masyarakat dalam mengelola lahan kelolanya. Dalam praktiknya, kebijakan
ini sangat mendukung dan merupakan 'insentif' bagi masyal2[26 untuk tetap
mempertahankan karvasan yang mampu memberikan hasil secara ekonomi dan
ekologis.

Pada tahun 1990, Perhutani 
f 
uga telah mengembangkan kebijakan sistem rumpang

sari dalam pola tanam tan^m n pokok jatidengan tanaman pangan melalui Surat
I(eputusan Direksi Perusahaan Umum I(ehuranan Negara @erum perhutani)

No. 671/KPTS/DIR/1990. Dalam SK tersebut disebutkan bahrva agroforestry

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program perhuranan sosial dalam
mendukung kepentingan kehutanan dan masyarakat sekitar hutan-khususnya
Kelompok Tani Hutan (KTFD.

AgroforestrX juga disebutkan dalam lampiran Peraturan l\{enteri Kehuranan
Nomo r : P. 7 /Menh vt-rr / 20 07 B aglzn Ketiga tentang Penyelengg araan r{egsatan
Pengembangan Agroforutry dan Aneka Usaha I(ehutanan Tahun 2006. Dalarr
latar belakang disebutkan bahrva akibat rekanan yang begiru ti.gg, dalam
pemanfaatan hutan menyebabkan meningkatny2 kslu.akan hutan dan lahan, yang
pada akhirnya sec t^ langsung akan menyebabkan hilangnya potensi ekonomi
dari hasil hutan ka1'u maupun non kar,'u berupa getah dan buah-buahan, obat-
obatan, sumber daya genetik dan jasa lingkungan. Permasalahan tersebur akan

'. saling terkait satu sama lain, sehingga untuk r-nengatasinya diperlukan berbagai
. kebiiakan pembangun^nyangbersifat strategis-khususnya dibidang Rehabilitasi

.l11il-ahan dan Perhutanan Sosial (R.LPS)? menyangkut pada aspek lingkungan,
l'Fikonomi, dan sosial, yaitu upaya rehabilitasi hutan dan lahan, membuka peluang
,j$lesempatan ke\a/berusaha dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan
i::masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Berjasarkan kondisi vang ada, maka

perlu ditetapkan Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Agroforeshy dan
-:Aneka Usaha Kehutanan Tahun 2006 melalui Peraturan Menten Kehutanan.

ini diperlukan untuk kelancaran dan membeikan arahan unruk semua
ana keglatan-kegiatan strategis bidang RlPS-termasuk pengembangan

HBK bambu, rotan, dan sutera alam8.

arus diakui bahwa Permenhut ini merupakan kebijakan paling lengkap yang

Sekarang BP DAS PS - Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan perhutanan Sosial.
Karena Lampitan Permeohut ini juga rrrenguraikan adanya Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan
melalui pengembangan 3 (tiga) komoditas tersebut.
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menguralkan ap\kasi agrotorestir dr \apangan. Sayangnya, masih dipet\ukan
banyak aturan furunan dalam aplikasinya, misal aturan pelaksanaan pengadaan
bibit, penanaman, dan pembuatan bangunan. Dengan demikian, aplikasi nyata

atas kebiiakan ini dan lama penyusunan kebiiakan-kebijakan turunan masih
merupakan tanda tanya. Pada bagian Sasaran Kegiatan disebutkan bahwa sasaran

krkasi kegiatan Pengembangan Agroforestri dan Aneka Usaha Kehutanan Tahun

2006 adzlah areal di dalam dan di luar kawasan hutan seluas 7.600 ha, yang terdiri

dari 6.100 ha unruk kegiatan Pengembangan Agrotbrestri dan 1.500 ha untuk
kegiatan Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan, ymg tersebar di 17 Provinsi,
(r4 Kabupaten/I(ota dan 92 Satuan I(erja. Mengingat kebiiakan ini telah terbit
pada tahun 2006, maka tentunya sudah dapat diketahui ayakah agroforestri

memang diperlukan dalam pelaksanaan Program GERHAN (Gerakan Nasional

Be habilitasi Hutan dan Lahan), apakah kebijakan ini ete ktif dalam pelaksanaannva,

dan ipakah kebiiakan ini'dapat mencapai r^rget sebagaimana yang disebutkan

pada Sasaran Kegiatan.

Dalam Permenhut P.37/Menh*-II/2007 tentaog Hutan Kemasyarakaan

disebutkan bahwa Hutan Kemasyarakatan adalzh hutan neptaLrz yangpemanfzatan
utarnanya dituiukan unruk memberdayakan masyatakat setempat. Selain

merupakan kebijakan unruk memberdavakan masyankat dan sebagai upaya

resolusi k>nflik kehutanan, Program Hutan Kemasvarakatan (HKm) diharapkan

Capat mendukung aplikasi agroforestri di lapangan. Hal ini disebutkan secara

gamblang dalam pasal 1&-,vang berbunyi "Kegratan pemanfaatan hasil huan
dalam hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1),ayat

(2), ayatQ), dan pasal 17 ayat (1), ayar (2), alrar Q), ayat (4), ayat (5), avat (6),

ayat (7) dilakukan'secara terintegrasi dalam pola u,anatani (agroforesfifi dengan

stratifikasi tajuk unruk meniamin kesinambungan manfaat dan kelestadan fungsi

hutan".

Selaniutnya, kebiiakan HKm diperbaharui melalui P.18/Menh:ut-II/2009,P.73/
Menhut-Il/2010, dan P.52/Menhat-1I/20'1,1,. Lebih teknis, agroJbrestry iugz
muncul dalam Peraturan Direktur Jenderal Rehabiiitasi Lahan dan Perhutaflaa

Sosial Nomor. P.O7/\'-SET /2009 Tentang Tata Cara Penvelenggaran Hutan

Kemasyarakatane. Dalam iampiran disebutkan bahwa pengembangan usaha

e Selaniutnya diperbaharui dengan Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi j-ahan dan Perhutaoao

Sosial Nomor: P.10/V-SET/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Rehabiliasi

Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor: P.07 /V-SET/2009 Tcntang Tata Caru Penyelenggaraan Hutaa

Kemasyarakatan.
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perfl:tfif^^t^n kawasan dilakukan pada zreal pengembangan usaha hasil hutan

k^yu ut^rbukan kal.u secara terpadu dalam sistim agroforestri. Agroforestri iuga
i- merupakan salah satu pengetahuan yang harus dipahami oleh pendamping HKm.
,:t Sudrh semestinya, p^ra anggota kelompok HKm telah mengimplementasikan
'" 

Serbagai teknis konservasi melalui pola tanam dengan sistem wanatani

(agroforestri)10. Lahan-lahan yang ditanam dengan sistem wanatani diyakini dapat

rneri:1ga. fungsi lindung dan-di sisi lain-mxyarakat dapat memanfaatkan hasil

t1nzfn n mereka. Agus et al. Q\\z)-berdasarkan penelitian yang dilakukan

: di Sumberjaya-menyatakan bahwa dengan meneraPkan sistem agroforestri,

tingkat erosi pada kebun kopi menurun. Meskipun, menurut Widianto et al.

(2008)-pada kondisi di Sumberjaya, tingkat limpasan permukaan dan erosi pada

sistem agroforestri sederhana maupun multistrata (kopi umur > 10 tahun) masih

3 (u8r) kali lebih tirgs daripada i,ang dijumpai di hutan. Sistem kopi monokult':r

dengin umur sama, bahkan memiliki tingkat limpasan permukaan dan erosi 4 - 5

'kali lebih ti.,gg

Walaupun telah disebutkan secara eksplisit dalam kebif akan HKm, natnun sampai

seiauh ini belum diikuti dengan metode evaluasi pfogfam yang memastikan

bahwa agroforestri telah diaplikasikan secara benar. Atau, dapat iuga dikatakan

sebaliknya-mengapa harus ada ketentuan yang menyebutkan bahwa kelompok

HKm harus mengaplikasikan agroforestri ? Apakah selama ini masyarakat belum

melaksanakan sistem agroforestri dalam mengeloia HKm ? Atau Pemerintah

,.,:sudah mengetahui bahwa kelompok-kelompok pengelola HKm sebenarnya

,r,,,rsudah meiakukan sistem agroforestri, namun peiaksanaannya belum tePat ?

::,jlpabila kita berasumsi bahwa masyarakat belum tePat mengaplikasikan sistem
Itiirgrofor.rtri pada lahan kelola HKm-nya, maka tentunya diperlukan perangkat

(loolr) untuk mengontrol atau memantau pelaksanaan agroforestri. Di tingkat

- oasional, perangkat ini-sampai sekatang-belum |ug diterbitkan oleh

."Kementerian Kehutan an,padahaldi lapangan sudah banyak kelompok tani HKm

Fr.g memedukan monitoring dan evaluasi secara cermat dan kontinu agar tuiuan
:i-ir:j, .r.r I I . rrr7. f -- -- -^---^..^: T\: -:--t-^- T)-^--:-^:

f1$krsl agroforestri melalui-progfam HKm dapat tercapai. Di tingkat Provinsi

ilampung-melalui Forum HKm Pro1ru1 .tlTp""q .O.U"tI. 
sama dengan

,Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan Balai Pengelolaan DAS Sekampung

Sistem Agroforestri addah suatu sistem pola tanzm wanatani yang memadukan berbagai ienis pepohonan

dengan sratifikasi taiuk yang bervariasi. Sistem tersebut dipercaya mamPu meniaga sustainabilitas

lingkungan dan di sisi lain masyarakat dapat memanfaatkan hasil dari pepohonan tersebut.
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Seputih-telah menyusun Parameter Monev HKmtr. Salah saru indikator det m
parameter tersebut terkait dengan pelaksanaan agroforestri vang dilakukan olsh
kelompok-kelompok HKm.

I(ebijakan berikutnya vang diterbitkan oleh l{ementerian Kehuanan terkait
dengan pelaksanaan agrofarestry adalah Permenhut P.63/NIenhurII/2009Teorang
Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pernanfaatan Kawasan Siluopastura pada Hutan
Produksi. Izin Llsaha Pemanfaatan Kawasan .\'ilr,oltastura vanq selaniutnlz
disingkat IUPK-SP adalah kegiatan kehutanan yang dikombinasikan secara

proporsional dengan usaha peternakan di dalam kawasan huten produksi yang
meliputi pelepasliaran dan atau pengandangan ternak dalam rangka pengelolaan

hutan lestari. Pada Pasal2 diuraikan bahwa luas areal yang dapat dibebani usaha
pemanfaatan kawasan sil'i,o pastura adalah maksirnal 500 (lima ratus) hektar unruk
zrealyangtelah dibebani izin dan minimal5 (ima) hektar untuk arealyangbelum
dibebani izin. Areal untuk usaha pemanfaatan kawasan silvo pasrura adalah Hutan
Produksi yang telah dibebani IUPHHK-HTI dan yang belum dibebani IUPHHK
atau izin usaha lainnya.

Dalam kebijakan ini, klausul yang terkait dengan agroforestry dapzt dibaca pada

Pasal 4 
^yat 

2 huruf ft)-bahwa proposal teknis harus berisikan usulan teknis

kegiatan usaha yang terdiri atas rriuan dan perencan 
^n 

pemanfaatan kawasan

Dahm.klausul-lfusul selanfutrryrti*aktagia@rdfrdrr kegiatan

yang harus dilakukan oleh penerimz rzinberkatan dengan aplikasi silvopas'tura.

Dalam melakukan perluasan, pemegang IUPK-SP harus memiliki sertifikat
kinerja baik dari lembaga penilai independen yang diakreditasi oleh Menteri.

Yang kemudian menjadi pefiaflyaan adalali apakah Lembaga Penilai Independen

iuga menilai c^pat^fl penerima izin dalam mengimplementasikan silvo pastura

lahan kelolanva ? Seberapa tinggi capaian yang telah diperoleh para penerirtnizrn
Usaha Pemanfzatan I(awasan Silwpastumpada Hutan Produksi ? Apakah memang

ada perbedaan signifikan antara, hasil yang diperoleh oleh penerima izin yang

mengimplementasikan silwpastura dan yang tldak ? Saat ini, adzberapaperusahaan

kehutanan yang mempunyai izin ienis ini ? Berapa persen dibandingkan jumlah

perusahaan secara total ?Jika ternyz,ta, di lapangan kebijakan ini ti<iak atau belum

efektif diimplementasikan, lalu mengapa pada tahun 2009 Pemerintah merasa '

perlu menerbitkan kebijakan tentang IUPK-SP ? .

Perdir j en No.P.04lM -BUtlT I 2012 tentzngPedoman Budi daya TanamanHutan -

11 Forum HKm Provinsi Iampung, 2012.
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$rRrt y^, yang merupakan turunan dari Permenhut P.3/Menhut-II/2012 tentang

ji'R.n.u.r, Keria pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman

j._n^t yr, menyebutkan juga bahwa agroforestrl dapat diaplikasikan sebagai sistem

F+:U"a da1,a tanaman HTR (Kementerian I(ehutatnn, 201'2). Dalam Perdirien

=..1't"rteb..t 
disebutkan bahrva Budi daya Tanaman HTR dilaksanzkan berdasarkan

kondisi tapak, sosial-ekonomi, dan sosial-budaya setempat, serta dapat diterapkan

melalui sistem silvikultur yang pola dan tekniknya bisa monokultur, camPuran,

dan agroforestryr-ant^t^ lain tumpangsari, siluopastaral, siluofsheiu, apikultur, dan
'-watafarma. 

Lebih lanjut dijelaskan bahrva luas budi daya tanaman tahunan ini

'ti'rnaksimnl 40 persen dari total luas HTR dan tidak boleh didominasi oleh satu

fenis tanamanl2.

Secara rksplisit, kebijakan HTR menyebutkan tentang apiikasi agroforestri.

Me+.gapa Pemerintah merasa perlu menuliskan bahwa agroforestri merupakan

, pola silvikultur yang disarankan untuk diaplikasikan di dalam HTR ? Padahal

- sebagaimana kebijakan lainnya yang telah disebutkan sebelumnya, kebijakan HTR

' ini pun tidak menguraikan lagi bagaimana seharusnya agtoforestri diaplikasikan.
, Hanyaada 1 (satu) klausul yang mengharuskan aplikasi agroforestry di dalam HTR,

yaitu dalam Rencana Kerja Usaha Pe manfaatanHasil Hutan Ka1'u- Hutan Tanaman
' Rakyat EKUPHHK-HTR). Pertanyaan selanf utnya adalah apakah implementasi

RKUPHHK-HTR diikuti secara cermat dan kontinu untuk membuktikan bahwa

rencafi.a kelornpok telah dilakukan dengan benar cian dapat mencapai tuiuannya.

,-., Hrl ini-tenru saja-termasuk rencana aplikasi agroforesffi pada lahan kelola

-t,kelompok HTR sebagaiman^ y^ng tercantum dalam RKUPHHK-HTR dan

iJilpakah dalam formatnyz disebutkan adanya variabel tentang agroforestri yang

,',i;. arus diuraikan di dalam RKUPHHK-HTR ? Lalu, bagairnarTa cara monitoring
dan evaluasinya untuk memastikan bahwz sistem budi daya aqroforestri dilakukan

dengan tepat di lahan kelola HTR ?

Di Kementerian Pertanian, kebijakan terkait agroforestri sef auh int adalah upaya

':;pengembangan budi daya lorong yang memungkinkan upaya pembangunan
''t;'..peftarian melalui konservasi tanah dan air. Kebijakan ini sudah dikeluarkan
'- 

sejak akhir tahun 1980-an dalam bentuk petunjuk teknis (Djogo et al., 2003).

, .;..Terdapat beberapa kebijakan-vang sebenarnya-relevan dengan implementasi

,.,:.,agtoforestri, namun belum secafa eksplisit menyebutkan mengenai agroforestri.
i,..Iiir-
!,'::i12 Jika dicermati, maka ada hal yang bertolak belakang dalam uraian budi daya tanaman HTR. Pada awalnya

i ", 
disebutkan bahwa pola silvikulrur yang ditetapkan dapat monokulrur, tetapi dalam iabaran berikutnya

i : disebutkan bahwa budi daya tanaman tahunan HTR maksimal 40 persen dan tidak boleh monokultur.
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1.

Sementara, Kementerian Perikanan dan I(elautan juga belum menerbitkan

kebijakan agroforestri, walaupun di lapangan praktik-prakttk siluof.shery ftlah
banvak diaplikasikan masvarakat. Sebagian besar hutan bakau di kawasan pantai

telah dikonversi meniadi kawasan pertamb,akan. Pengembangan tambak ikan

pada daerah bakau merupakan kebiasaan tradisional yang kemudian dimodifikasi,

antaralain dalam model pengembangan empang parit vang banyak dikembangkan

diJambi - Sumateta.

REKOh,IENDASI

Dengan telah adanva kebijakan-kebijakan 1'ang menyebutkan secara

eksplisit tentang '"urroforestri, maka perlu dilakukan monitoring dan

evaluasi agrotorestri vang diaplikasikan dalam Program GERHAN, HTR,

HKm, dan sih,opastura di Hutan Negara. Dengan demikian, Pemerintah

Pusat harus segera mempersiapkan perangkat utuk memastikan bahwa

agroforestri dilakukan dengan tepat dan berdampak baik bagi masvarakat

dan lingkungan.

Perlu dilakukan studi tentang efektivitas kebifakan agroforestri di

Indonesia-termasuk tentang perlu tidaknya kebijakan agroforestri sebagai

dasar pelaksaflaan di lapangan. Kzrena-bersatp$<ut=paut dettgan seirrcrrlain,

kebiiakan agroforestri selal,aknya diterbitkan secara bersama antata-paling

tidak-Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian

Perikanan dan Kelautan.

Perlu digagas adanya benruk insentif bagi kelompok perhutanan sosial yang

mengaplikasikan agrofor-estri secara baik. f)emikian pula sebalikn.va, perlu

ada pengaturan punisbment ilka para anggota kelompok tidak menerapkan

agroforestri di lahan kelolanYa.
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